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BAB III 

PENUTUP 

A Simpulan 

 Penelitian mengenai eksistensi Keputusan Menteri Kehakiman 

Republik Indonesia Nomor: M. 03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang 

penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal atau merek yang 

mirip merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain terhadap 

perndaftaran merek terkenal, dapat ditarik dua kesimpulan yaitu: 

1. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 

03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang penolakan permohonan 

pendaftaran merek terkenal atau merek yang mirip merek 

terkenal milik orang lain atau milik badan lain terhadap 

perndaftaran merek terkenal diakui keberadaannya menurut 

peraturan perundang-undangan. Praktik dalam penegakan 

hukumnya, keputusan menteri kehakiman tersebut dianggap 

kurang eksis karena secara hirarki lebih rendah dibandingkan 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang 

menjadi acuan pemeriksa merek. 

2. Faktor yuridis yang menyebabkan kantor merek untuk dapat 

menerima pendaftaran merek Terkenal adalah Undang-undang 

Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menjadi acuan 

pemeriksaan merek. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 
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tentang merek tersebut hanya menolak pendaftaran merek 

terkenal untuk jenis yang sama, tidak mengatur penolakan 

pendaftaran merek yang berbeda jenis. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitan yang dilakukan penulis, maka 

penulis memberikan beberapa saran yaitu: 

1. Pemilik atau pemegang hak milik merek terkenal untuk 

mendaftarkan mereknya walaupun sudah terkenal karena 

kurang eksisnya perlindungan merek terkenal seperti Keputusan 

Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 03-

HC.02.01 Tahun 1991 tentang penolakan permohonan 

pendaftaran merek terkenal atau merek yang mirip merek 

terkenal milik orang lain atau milik badan lain dalam praktik. 

2. Pemeriksan merek untuk lebih memperhatikan pengaturan lain 

yang menyangkut merek terkenal selain Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001 Tentang merek, seperti Keputusan 

Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 03-

HC.02.01 Tahun 1991 tentang penolakan permohonan 

pendaftaran merek terkenal atau merek yang mirip merek 

terkenal milik orang lain atau milik badan lain. 
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3. Pengaturan yang lebih tegas tentang penolakan pendaftaran 

merek terkenal akan meminimalisir permasalahan yang akan 

muncul. 
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